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BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
EKOSISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menirnbang :  a .  b a h w a  dalam rangka transformasi Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah da lam pengelolaan Pajak Daerah d a n
Retribusi Daerah, perlu dilakukan ekosistem pelayanan Pajak
Daerah d a n  Retr ibusi  Daerah y a n g  efisien, e fekt i f ,  c lan
transparan, serta mendulcung Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

b. bahwa  pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui
sistem pelayanan y a n g  ter integrasi  d a n  terdigi ta l isasi ,
bertujuan u n t u k  m e m u d a h k a n  p r o s e s  a d m i n i s t r a s i
pelayanan dan meningkatkan k iner ja pelayanan, sehinoaa
diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;

c. b a h w a  berdasarkan ketentuan Pasal 7  h u r u f  a  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun  2021 tentang Tim
Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi clan
Kabupaten/ Kota S e r t a  T a t a  C a r a  I m p l e m e n t a s i
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) salah satunya ya i tu
elektronifikasi transaksi pendapatan daerah, sehingga perlu
memberikan kepast ian h u k u m  d a n  pedoman y a n g  je las
dalam pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam satu ekosistem pelayanan terintegrasi yang
berbasis digital;

d. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud
dalam h u r u f  a, h u r u f  b, d a n  h u r u f  c, per lu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Ekosistem Pelayanan Pajak Daerah
clan Retribusi Daerah;

Mengingat 1 .  Pasal  18  ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  N o m o r  2 4 4 ,  Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indones ia  N o m o r  5587 ) ,  sebagaimana t e l a h
beberapa k a l i  d i u b a h  t e rakh i r  dengan Undang-Undang
Nomor 6  Ta h u n  2 0 2 3  t e n t a n g  Penetapan Pera tu tan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
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tentang C i p t a  Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara R e p u b l i k  Indones ia  Ta h u n  2 0 2 3  N o m o r  4 1 ,
Tambahan Lembamn Negara Republ ik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Poso d i  Prov ins i  Sulawesi  Tengah  (Lembaran N e g a r a
Republik Indonesia Ta h u n  2 0 2 4  Nomor  313. Tarnbahan
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 7064):

N1EMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG EKOSISTEN1PELAYANAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH•

BAB I
KETENTUAN M U N I

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Ekos is tem pelayanan pa jak daerah dan  ret r ibus i  daerah

yang selanjutnya disebut ekosistem adalah s u a t u  sistem
yang terintegrasi dan i berbagai elemen yang terkait dengan
pengelolaan pajak daerah clan retribusi daerah.

9. A p l i k a s i  adalah perangkat l u n a k  yang dirancang u n t u k
melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer,
perangkat seluler ataupun tablet.

3. P a j a k  Daerah y a n g  selanjutnya d i sebu t  P a j a k  a d a l a h
kontribusi wajib kepada Daerah yang temtang oleh orang
pribadi a tau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung d a n  digunakan u n t u k  keperluan Daerah bag i
sebesar-besarnyakemakmuran mkvat.

4. S u b j e k  Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

5. W a j i b  Pajak adalah orang pr ibadi  a t a u  badan, mel ipu t i
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang undangan.

6. R e t r i b u s i  Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran a t a s  j a s a  a t a u
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

7. S u b j e k  Retribusi adalah orang pr ibadi  a tau  badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan bamng,  jasa ,  c l an /
atau perizinan.

8. W a j i b  Retr ibusi adalah orang pr ibadi  a t a u  badan  yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran re t r ibus i ,  t e r m a s u k  pemungu t
retribusi tertentu.
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9. O b j e k  Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima wajib pajak.

10. Standar  Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang menjelaskan
Langkah-lEtngkah yang harus d i i ku t i  dalam menjalankan
suatu tugas atau proses dalam suatu organisasi.

11. Organisasi adalah wadah atau kelompok orang yang bekerja
sama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

12. Sumber  Daya Manusia yang selanjutnya dis ingkat  S D M
adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi, ba ik
itu perusahaan, instansi, maupun lembaga, yang memil ik i
peran penting dalam mencapai tujuan organisasi.

13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akh i r
atas konsumsi barang clan/ atau jasa tertentu.

14. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu
yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen alchir.

15. Pajak Reldame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak

atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya

disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan dan i sumber alarn di dalam
dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

18. Pajak Sarang Burung  Walet  adalah Pajak a tas  kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang bumng walet.

19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya d is ingkat  PBB-P2 ada lah  Pa jak  a t a s  b u m i
dan/atau bangunan y a n g  dirni l i ld,  di lcuasai,  d a n / a t a u
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

20. Daerah adalah Kabupaten Poso
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai u n s u r

penyelenggara Pemer in tahan D a e r a h  y a n g  m e r n i m p i n
pelaksanaan u m s a n  p e m e r i n t a h a n  y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonorn.

22. Bupa t i  adalah Bupati Poso.
23. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan

adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. O r g a n i s a s i ;
b. j e n i s  pelayanan;
c. s t a n d a r  operasional prosedur;
d. s i s t e m  informasi;
e. p a r t i s i p a s i  masyarakat; dan
f. p e n g a w a s a n  dan evaluasi.
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BAB H
ORGANISASI

Pasal 3

Pelayanan Pajak dan Retribusi dilakukan secara digital, terpusat,
mudah dievaluasi, dan terintegrasi da]am satu Aplikasi yang
dikelola oleh Badan.

Pasal 4

Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi un tuk :
a. mempercepat pelayanan P a j a k  d a n  Re t r i bus i  k e p a d a

masyarakat;
b. menjamin transparansi clan akuntabilitas pengelolaan Pajak

dan Retribusi;
c. mempermudah pengambilan keputusan berbasis data; dan
d. mendulcung integrasi layanan dengan aplikasi publik.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan yang dikelola melalui Aplikasi meliputi:
a. pelayanan Pajak, meliputi:

1. PBJT;
2. Polak Reklame;
3. Pajak Air Tanah;
4. Pajak MBLB;
5. Pajak Sarang Bumng Walet;
6. PBBP2; dan
7. BPHTB.

b. pelayanan Retribusi meliputi Retribusi jasa umum, Retribusi
jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Pelayanan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, terdiri atas:
a. registrasi;
b. pengelolaan Objek Pajak dan Objek Retribusi;
c. verifikasi data;
d. penetapan dan penertiban ketetapan Pajak;
e. informasi status Pajak dan Retribusi;
f. layanan; dan
g. aduan.

BAB IV
SOP

Pasal 7

(1) SOP pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan dengan tahapan:
a. petugas mengakses menu pelayanan Pajak;
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b. petugas memilih jenis pelayanan sesuai dengan pelayanan
yang dibutuhkan masyaralcat; dan

c. petugas menginput  da ta  permohonan d a n  melakukan
prosesnya hingga selesai.

(2) Pelayanan P a j a k  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )
meliputi:
a. pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak baru; dan
b. pemutalchiran.

(3) Ketentuan t e n t a n g  S O P  pelayanan P a j a k  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

(1) SOP pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dilakukan dengan tahapan:
a. petugas mengakses menu pelayanan Retribusi;
b. petugas memilih jenis pelayanan sesuai dengan pelayanan

yang dibutuhkan masyaralcat;
c. petugas menginput da ta  permohonan d a n  melalculcan

prosesnya hingga selesai.
(2) Pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

meliputi:
c. pendaftaran Objek Retribusi dan Wajib Retribusi baru; clan
d. pemutakhiran

(3) Ketentuan tentang SOP pelayanan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 9

Sistem I n f o r m a s i  y a n g  d i g u n a k a n  m e r u p a k a n  A p l i k a s i
pengelolaan informasi dan  manajemen pelayanan Pajak clan
Retribusi berbasis in temet  dan  terintegrasi dengan layanan
perbankan y a n g  dapa t  d iakses me la lu i  perangkat  se lu ler,
perangkat komputer, ataupun tablet.

Pasal 10

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  hams
memuat dulcungan digitalisasi dan integrasi terhadap:
a. pendataan;
b. pelayanan;
c. penetapan; dan
d. monitor ing pembayaran dan Informasi Status Waj ib Pajak

clan Wajib Retribusi.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Masyarakat dapat  berpartisipasi a k t i f  da lam penggunaan
aplikasi pelayanan Pajak dan Retribusi.

(2) Aplikasi sebagaimana d imaksud pada  aya t  (1)  ber tu juan
untuk memberikan akses yang mudah, cepat, clan transparan
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kepada masyarakat da lam mengakses berbagai layanan
perpajakan dan Retribusi.

(3) Melalui pelayanan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masyarakat dapat:
a. mengajukan permohonan Pa jak  t a n p a  h a r u s  da tang

langsung kekantor,
b. melihat status pelayanan secara real-time;
c. melakukan pelaporan Pajak;
d. melakukan pengecekan tagihan dan pembayaran melalui

kanal digital; dan
e. mengakses berbagai informasi dan layanan publik lainnya

terkait Pa jak  d a n  Retr ibusi  d a n  i perangkat  se lu ler,
perangkat komputer ataupun tablet.

Pasal 12

(1) Untuk dapat  menilcmati kemudahan Apl ikas i  pelayanan
sebagaimana d i m a k s u d  d a l a m  P a s a l  7 ,  m a s y a r a k a t
melakukan permohonan layanan Pajak dan Retribusi dengan:
a. mendownload Aplikasi layanan;
b. melakukan pendaftaran alcun melalui email;
c. masuk dalam menu pelayanan;
d. mengunggah dolcumen.

(2) Petugas pe layanan a k a n  mener ima,  memproses  c l a n
memverifikasi permohonan sebagaimana d imaksud p a d a
ayata (1), dan status terbaru diterima oleh Wajib Pajak clan
Wajib Retribusi.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALLIASI

Pasal 13

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala
Badan untuk  menghindari dan mengantisipasi adanya potensi
pelayanan Pajak dan Retribusi yang:
a. bertentangan dengan kepentingan umum;
b. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
c. t idak  relevan dengan siwasi clan kondisi yang ada; dan
d. menghambat pe luang investasi  d a n  kemudahan  d a l a m

berusaha.

Pasal 14

Pengawasan clan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, dilakukan berdasarkan:
a. laporan hasil pemantauan;
b. laporan dan aduan masyarakat;
c. pemberitaan media;
d. hasil analisa perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi; dan
e. sumber informasi la innya yang diperoleh dan  i ketentuan

peratumn perundang-undangan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e r i n t a h k a n
pengrundangan Peraturan Bupa t i  i n i  dengan penempatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2  C A g u s t u s  2025

BUPATI POSO,

VERNA K I R I W A N G
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